
 
 

ABSTRAK 

Yuni Afni Ifadani Sihombing. NIM. 3111111010. Analisis Kinerja Camat 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Di Kecamatan 

Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Camat dalam tugas 

pemerintahan yaitu mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Populasi penelitian ini 

adalah seluruh pegawai yang bertugas di kecamatan lintongnihuta yang berjumlah 

32 orang. Dan sampel adalah seluruh populasi yang ada. Penelitian ini bersifat 

analisis atau kualitatif sehingga hanya bersifat menggambarkan. Dimana dari 

penelitian ini akan dapat gambaran tentang kinerja camat berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 tahun 2008. Selanjutnya teknik pengolahan data yang 

penulis gunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus persentase. 

Dari penelitian dapat diketahui tentang kinerja camat dalam mengoordinasikan 

kegiatan pemberdayaan masyarakat dan mempertanggungjawabkan kinerjanya. 

Kinerja Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat 

dapat dikategorikan baik seperti dalam setiap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat yaitu : 1). mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam 

perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah 

perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan, 2). melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah 

maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat di wilayah kerja kecamatan, 3). melakukan evaluasi terhadap berbagai 

kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan 

oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, 4). melakukan tugas-tugas lain di 

bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

dan 5). melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja 

kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja 

perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.  


